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ABSTRACT

A Sale and Purchase Binding Agreement (Perjanjian Pengikatan Jual Beli/PPJB) is
a preliminary agreement made by the parties before the formal sale and purchase
transaction is executed. In its implementation, a PPJB may give rise to legal
problems when one of the parties commits a breach of contract, particularly when
the buyer fails to fulfill the payment obligations agreed upon by the parties. This
study aims to analyze the legal consequences of the cancellation of a PPJB due to
breach of contract, examine the legal protection available to the injured party, and
analyze the legal considerations of the judge in granting the cancellation of the PPJB
as set forth in Court Decision Number 29/Pdt.G/2021/PN PBR. This study employs
normative legal research using a statutory approach, conceptual approach,
comparative approach, and case approach. Legal materials were obtained through
library research consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The
results of the study indicate that the cancellation of a PPJB due to breach of contract
results in the termination of the legal relationship arising from the PPJB and, in
principle, requires the parties to be restored to their original position while taking into
account the rights of the injured party. Pursuant to Article 1267 of the Indonesian
Civil Code, the injured party may demand the performance of the agreement or its
cancellation accompanied by compensation for costs, losses, and interest. Legal
protection for the injured party may be provided through preventive and repressive
measures, including claims for damages under Articles 1243, 1244, and 1246 of the
Indonesian Civil Code. In Court Decision Number 29/Pdt.G/2021/PN PBR, the judge
considered the buyer’s failure to fulfill the payment obligations stipulated in the PPJB
and therefore declared the buyer to have committed a breach of contract, resulting
in the cancellation of the PPJB. Nevertheless, legal protection for the seller must
also take into account the restoration of the original position of the parties and the
fulfillment of the injured party’s rights arising from the breach of contract.

Keywords: Sale and Purchase Binding Agreement (PPJB), Cancellation, Breach of
Contract, Legal Protection.

ABSTRAK

Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) merupakan perjanjian pendahuluan yang
dibuat oleh para pihak sebelum dilaksanakannya jual beli secara resmi. Dalam
pelaksanaannya, PPJB dapat menimbulkan permasalahan hukum apabila salah
satu pihak melakukan wanprestasi, khususnya ketika pembeli tidak memenuhi
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kewajiban pembayaran sebagaimana yang telah diperjanjikan. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis akibat hukum pembatalan PPJB yang disebabkan
oleh wanprestasi salah satu pihak, menganalisis perlindungan hukum bagi pihak
yang dirugikan akibat wanprestasi, serta menganalisis pertimbangan hukum hakim
dalam mengabulkan pembatalan PPJB sebagaimana dalam Putusan Nomor
29/Pdt.G/2021/PN PBR. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum
normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan
konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach).
Sumber bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan
hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pembatalan PPJB akibat wanprestasi menimbulkan akibat hukum berupa
berakhirnya hubungan hukum yang lahir dari PPJB dan dikembalikannya para pihak
pada keadaan sebagaimana sebelum perjanjian dilaksanakan, dengan tetap
memperhatikan hak pihak yang dirugikan. Berdasarkan Pasal 1267 KUH Perdata,
pihak yang dirugikan akibat wanprestasi dapat menuntut pemenuhan perjanjian
atau pembatalan perjanjian disertai penggantian biaya, kerugian, dan bunga.
Perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan dapat diberikan melalui upaya
preventif maupun represif, termasuk tuntutan ganti kerugian berdasarkan Pasal
1243, Pasal 1244, dan Pasal 1246 KUH Perdata. Dalam Putusan Nomor
29/Pdt.G/2021/PN PBR, hakim mempertimbangkan adanya ketidakmampuan
pembeli memenuhi kewajiban pembayaran sebagaimana diperjanjikan sehingga
dinyatakan melakukan wanprestasi dan PPJB dapat dibatalkan. Namun,
perlindungan terhadap pihak penjual perlu memperhatikan pengembalian keadaan
semula serta pemenuhan hak atas kerugian yang timbul akibat wanprestasi.

Kata Kunci: Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), Pembatalan, Wanprestasi,
Perlindungan Hukum
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A.Pendahuluan

Perjanjian Pengikatan Jual Beli
(PPJB) merupakan salah satu wujud
kebebasan berkontrak yang diberikan
dan terjadi di  tengah-tengah
kehidupan Masyarakat. Untuk

memberikan  kepastian  terhadap
PPJB dan memberikan kekuatan
hukum dalam pengadilan sebagai alat
bukti yang bersifat otentik. Akta
menurut bentuknya dibagi menjadi
akta otentik dan akta dibawah tangan.
pengertian akta otentik secara teoritis
adalah surat atau akta yang sejak
semula dengan sengaja secara resmi
dibuat untuk pembuktian apabila
suatu hari terjadi suatu sengketa,
secara dogmatig menurut hukum
positif akta otentik terdapat dalam
Pasal 1868 KUHPerdata, akta otentik
adalah  akta yang bentuknya
ditentukan oleh undang- undang dan
dibuat oleh atau dihadapan pejabat
yang berwenang untuk membuat akta
tersebut.

Praktek jual beli biasanya
dibuatkan suatu perjanjian atau akta
jual beli yang dibuat dihadapan notaris
atau pejabat yang berwenang.
Pengikatan jual beli merupakan suatu

bentuk perjanjian yang muncul dari

! Herlien Budiono. 2011. 4jaran Umum
Hukum Perjanjian dan Penerapannya dibidang

kebutuhan hukum yang berkembang
dalam masyarakat.! Para pihak yang
terkait dalam melakukan perjanjian
merupakan upaya atau alat agar
memperoleh kepastian hukum apabila
dikemudian hari terdapat wanprestasi,
oleh karena itu, dengan adanya
perjanjian  dapat menjadi alat
pembuktian. Pada  kenyataanya
perjanjian sering dibuat dalam
masyarakat bahkan sudah menjadi
kebiasaan.

Perjanjian mengadakan
hubungan hukum yang sering disebut
dengan pengikatan. Kepastian hukum
penting dalam mengendalikan hidup
masyarakat dengan tujuan baik agar
terdapat keadilan didalam
bermasyarakat, selain itu kepastian
hukum juga penting untuk masyarakat
agar masyarakat akan terhindar dari
pelanggaran.

Wanprestasi atau perbuatan
cidera/ ingkar janji (breach of
contract), secara etimologis berasal
dari Bahasa Belanda, yang artinya
“‘prestasi” yang buruk dari seorang
debitur (dalam penelitian ini Pembeli)
dalam melaksanakan suatu
perjanjian. Wanprestasi itu sendiri

adalah pelaksanaan kewajiban yang

Kenotariatan.. Bandung. Citra Aditya Bakti.
halaman 36.
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tidak dipenuhi atau ingkar janji atas
kelalaian yang dilakukan pembeli baik
karena tidak melaksanakan apa yang
telah diperjanjikan maupun
melakukan suatu yang menurut
perjanjian tidak boleh dilakukan.
Dalam hukum, wanprestasi berarti
kegagalan dalam memenuhi prestasi
yang sudah ditetapkan.

Kepastian serta perlindungan
hukum ini menuntut antara lain bahwa
hukum dalam kehidupan masyarakat
memerlukan adanya alat bukti yang
akan menentukan dengan jelas hak
serta kewajiban seseorang atau pihak
sebagai subyek hukum dalam
masyarakat. Perlindungan hukum
dalam kehidupan masyarakat
contohnya dalam melakukan
perbuatan hukum pengikatan adalah
perjanjian. Perolehan hak atas tanah
yang paling sering dilakukan vyaitu
dengan cara jual beli antara pihak
yang ingin membeli tanah dan yang
ingin menjual tanahnya.

Jual beli tanah ini merupakan
suatu  perbuatan  hukum yang
mengakibatkan hak atas tanah
tersebut berpindah kepada yang
menerima  penyerahan  tersebut
sebagaimana diatur di dalam Pasal
1457 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata yang menyatakan, Jual beli

adalah suatu persetujuan dengan
mana pihak yang satu mengikatkan
dirinya untuk menyerahkan suatu
barang, dan pihak yang lain untuk
membayar harga yang dijanjikan.
Dengan demikian, perjanjian tersebut
menimbulkan hak dan kewajiban bagi
para pihak yang membuatnya, dalam
hal ini yaitu pihak penjual dan pihak
pembeli. Notaris dalah pejabat umum
yang berwenang membuat akta
autentik dan menjalankan fungsi
pelayanan hukum lainnya. Peran
utamanya adalah menciptakan
kepastian hukum dan menghindari
sengketa dengan mencatat
kesepakatan atau peristiwa dalam
dokumen yang diakui sah secara
hukum oleh negara.

Istilah hak atas tanah berasal
dari bahasa inggris, yaitu land rights,
sedangkan dalam bahasa Belanda
disebut

dalam bahasa

dengan landrechten,dan
Jerman  yaitu
landrechte.Secara terminologi, hak
diartikan sebagai kekuasaan untuk
berbuat sesuatu (karena telah di
tentukan undang-undang) atau
kekuasaan yang benar atas sesuatu
atau menuntut sesuatu.
B. Metode Penelitian

Metode

menggunakan jenis penelitian hukum

penelitian dapat
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normatif yang merupakan suatu
prosedur penelitian ilmiah untuk
menemukan kebenaran berdasarkan
logika keilmuan hukum dari sisi
normatifnya. Logika keilmuan yang
dalam penemuan normative dibangun
berdasarkan displin ilmiah dan cara-
cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu
ilmu hukum yang objek hukumnya itu
sendiri. Penelitian normatif mencakup:
a. Penelitian terhadap asas-asas
hukum;
b. Penelitian terhadap sistematika
hukum;
c. Penelitan  terhadap  taraf
sinkronisasi hukum;
d. Penelitian Sejarah, dan;
e. Penelitian perbandingan
hukum.

Penelitian hukum normatif ini
penulis cenderung kepada penelitian
terhadap asas-asas hukum yaitu
menemukan asas-asas hukum yang
dilakukan terhadap hukum tertius
maupun tidak tertulis. Dimana hukum
positif tertulisnya mengacu kepada
peraturan perundang undangan yang
mengatur mengenai perjanjian.

lImu hukum mempunyai
karakteristik sebagai ilmu yang
bersifat  preskriftif, ilmu  hukum
mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai,

keadilan, validitas aturan hukum,

konsep-konsep hukum, dan norma-
norma hukum. Sebagai ilmu terapan,
ilmu hukum menetapkan standar
prosedur, ketentuan ketentuan,
rambu-rambu dalam melaksanakan
aturan hukum.

Pendekatan penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini

meliputi  pendekatan  perundang-

undangan (statute approach),
pendekatan konseptual (conceptual
approach), pendekatan kasus (case
approach). Pendekatan perundang-
undangan digunakan untuk menelaah
ketentuan hukum yang mengatur
perubahan jenis kelamin, administrasi
kependudukan, dan hukum
kewarisan. Pendekatan konseptual
digunakan untuk mengkaji doktrin,
asas, dan teori hukum yang berkaitan
dengan kepastian hukum, keadilan,
dan perlindungan hukum. Pendekatan
kasus dilakukan melalui analisis
terhadap putusan pengadilan.
C.Hasil Penelitian dan Pembahasan
Perjanjian pengikatan jual beli
sebenarnya tidak ada perbedaan
dengan perjanjian pada umunya.
Hanya saja perjanjian pengikatan jual
beli merupakan perjanjian yang lahir
akibat adanya sifat terbuka dari Buku
Il Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata, yang memberikan
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kebebasan yang seluas-luasnya

kepada subyek hukum  untuk
mengadakan perjanjian yang Dberisi
apa saja dan berbentuk apa saja,
asalkan tidak melanggar peraturan
perundang-undangan, ketertiban
umum dan kesusilaan.

Perjanjian pengikatan jual beli
lahir sebagai akibat terhambatnya
atau terdapatnya beberapa
persyaratan yang ditentukan oleh
undang-undang yang  berkaitan
dengan jual beli hak atas tanah yang
akhirnya agak menghambat
penyelesaian transaksi dalam jual beli
hak atas tanah. Persyaratan tersebut
ada vyang lahir dari peraturan
perundang-undangan yang ada dan
ada pula yang timbul sebagai
kesepakatan para pihak yang akan
melakukan jual beli hak atas tanah.
Persyaratan yang timbul dari undang-
undang misalnya jual beli harus telah
lunas baru Akta Jual Beli (AJB) dapat
di tandatangani.

Pada umumnya persyaratan
yang sering timbul adalah persyaratan
yang lahir dari kesepakatan para
pihak yang akan jual beli, misalnya
pada waktu akan melakukan jual beli,
pihak pembeli menginginkan adanya
sertifikat hak atas tanah yang akan
dibelinya sedangkan hak atas tanah

yang akan dijual belum mempunyai
sertifikat, dan dilain sisi, misalnya
pihak pembeli belum mampu untuk
membayar semua biaya hak atas
tanah secara lunas, sehingga baru
dibayar setengah dari harga yang
disepakati.Dengan keadaan di atas
tentunya akan menghambat untuk
pembuatan akta jual belinya, karena
pejabat pembuat akta tanah akan
menolak untuk membuatkan akta jual
belinya karena belum selesainya
semua persyaratan tersebut Untuk
tetap dapat melakukan jual beli maka
para pihak sepakat bahwa jual beli
akan dilakukan setelah sertifikat
selesai di urus, atau setelah harga
dibayar lunas dan sebagainya. Untuk
menjaga agar kesepakatan itu
terlaksana dengan baik sementara
persyaratan yang diminta bisa di urus
maka biasanya pihak yang akan
melakukan jual-beli menuangkan
kesepakatan awal tersebut dalam
bentuk perjanjian yang kemudian
dikenal dengan nama perjanjian
pengikatan jual beli. Pengikatan Jual
Beli adalah Perjanjian antar pihak
penjual dan pihak pembeli sebelum
dilaksanakannya jual beli dikarenakan
adanya unsur-unsur yang harus
dipenuhi untuk jual beli tersebut
antara lain adalah sertifikat belum ada
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karena masih dalam proses, belum
terjadinya pelunasan harga.?

Menurut Herlien Budiono,
perjanjian pengikatan jual beli adalah
perjanjian bantuan yang berfungsi
sebagai perjanjian pendahuluan yang
bentuknya bebas. Dari pengertian
yang diterangkan di atas dapat
disimpulkan bahwa pengertian
perjanjian  pengikatan jual Dbeli

merupakan sebuah penjanjian
pendahuluan yang dibuat sebelum
dilaksanakannya perjanjian utama
atau perjanjian pokoknya.
Sebagaimana telah  diterangkan
tentang pengertiannya, maka
kedudukan perjanjian pengikatan jual
beli  yang

sebagai  perjanjian

pendahuluan maka perjanjian
pengikatan jual beli berfungsi untuk
bahkan

memperkuat perjanjian utama/ pokok

mempersiapkan atau
yang akan dilakukan, karena
perjanjian  pengikatan jual Dbeli
merupakan awal untuk lahirnya
perjanjian pokoknya. Hal yang sama
juga diungkapkan oleh Herlien
Budiono yang menyatakan perjanjian
bantuan berfungsi dan mempunyai
tujuan untuk mempersiapkan,

menegaskan, memperkuat, mengatur,

2 R. Subekti, Hukum Perjanjian (Penerbit
Intermasa:Jakarta,1998), h.75

mengubah atau menyelesaikan suatu
hubungan hukum.

Perjanjian Pengikatan Jual Beli
(PPJB) Rumah merupakan perjanjian
pendahuluan yang tunduk pada
ketentuan UndangUndang Nomor 20
Tahun 2011 tentang Rumah Susun
Aturan ini  bertujuan  menjamin
kepastian hukum, hak kepemilikan,
pengelolaan, serta penyediaan hunian
yang layak dan terjangkau bagi
masyarakat. Dan Undang- undang No
1 Tahun 2011 tentang Perumahan
dan Permukiman, dalam Pasal 42
ayat (1) menyatakan bahwa, “Rumah
tunggal, rumah deret, dan/atau rumah
susun yang masih dalam tahap proses
pembangunan dapat dipasarkan
melalui sistem perjanjian pendahuluan
jual beli sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan”.
Pengertian Perjanjian pendahuluan
jual beli tersebut dijelaskan dalam
Penjelasan Pasal 42 ayat (1), bahwa
perjanjian pendahuluan jual Dbeli
merupakan kesepakatan melakukan
jual beli rumah yang masih dalam
proses pembangunan antara calon
pembeli rumah dengan penyedia
rumah yang diketahui oleh pejabat

yang berwenang. Perjanjian
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pendahuluan jual Dbeli tersebut
kemudian diatur lebih lanjut dalam
Keputusan Menteri Perumahan
Rakyat No 9 Tahun 1995 tentang
Pedoman Pengikatan Jual Beli.lsi dari
Perjanjian Pengikatan Jual Beli
(PPJB) adalah pernyataan untuk
memberikan sesuatu (misalnya: calon
penjual akan memberikan penyerahan
hak milik atas tanah beserta
bangunan diatasnya kepada calon
pembeli, jika pembayarannya telah
lunas) dan atau melakukan sesuatu
(misalnya: calon pembeli wajib
mengangsur pelunasan pembayaran
pada waktu yang telah disepakati)
kepada pihak lain yang berkaitan
dengan suatu objek sebelum
kepemilikannya berpindah dari
penjual kepada pembeli. Disamping
itu, isi dariPerjanjian Pengikatan Jual
Beli (PPJB) dapat pula mengenai tidak
melakukan sesuatu, misalnya calon
penjual dilarang untuk menjual tanah
tersebut kepada pihak lain.Sebagai
suatu perjanjian pendahuluan, maka
terdapat suatu perbuatan hukum yang
terkait dan melekat setelah dibuatnya
Perjanjian Pengikatan Jual Beli
(PPJB), yaitu perbuatan hukum jual
beli sebagaimana ketentuanPasal
1457 Kitab Undang-undang Hukum

Perdata ialah sebagai berikut: “Jual

beli adalah suatu perjanjian, dengan
mana pihak yang satu mengikatkan
dirinya untuk menyerahkan suatu
kebendaan, dan pihak yang lain untuk
membayar
dijanjikan.” PPJB
perjanjian yang bersifat konsensuil,

hargayang telah

merupakan

artinya perjanjian itulahir saat kedua
belah pihak mencapai kesepakatan
mengenai benda (bergerak maupun
tidak bergerak) dan harga walaupun
pada saat itu barang belumdiserahkan
dan harga belum sepenuhnya dibayar
(Pasal 1320 ayat (1) jo Pasal 1458
KUH Perdata). Perjanjian Pengikatan
Jual Beli (PPJB) dapat digolongkan
dalam perjanjian obligatoir. Perjanjian
obligatoira dalah perjanjian dimana
pihak-pihak sepakat untuk
mengikatkan diri untuk melakukan
penyerahan suatu benda kepada
pihak lain. Oleh karena itu,
dengandibuatnya
Pengikatan Jual Beli (PPJB) saja
belum mengakibatkan beralihnya hak

Perjanjian

milik atas suatu benda daripenjual
kepada pembeli. Tahapan ini baru
merupakan kesepakatan
(konsensual) dan harus diikuti.
Perjanjian Pengikatan Jual Beli
(PPJB) merupakan dokumen yang
membuktikan

adanya  hubungan

hukum antara developer dengan calon
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pembeli, dimana developer
mengikatkan diri untuk menjual tanah
dan/atau rumah kepada calon
pembeli. Sedangkan calon pembeli
sebagai konsumen membeli tanah
dan/atau rumah dari developer
dengan kewajiban untuk membayar
harga jualnya dalam bentuk baik
dengan pembayaran uang muka
(down payment) dan sisanya
diselesaikan sesuai dengan apa yang
telah di sepakati dalam Perjanjian
Pengikatan Jual Beli (PPJB).
Kedudukan

dikatakan sah dan mengikat para

Hukum dapat

pihak yang membuatnya, apabila
terhadap Perjanjian Pengikatan Jual
Beli (PPJB) tersebut dilakukan dan
memenuhi syarat sahnya suatu
perjanjian sebagaimana diatur dalam
Pasal 1320 KUH Perdata. Dalam jual
beli khususnya dalam jual beli tanah
Perjanjian Pengikatan Jual beli
(PPJB) terjadi apabila belum terjadi
peralihan hak atas tanah yang
disebabkan oleh karena sesuatu hal
seperti Tanah hanya baru dibayar
tanda jadi atau Sertifikat masih dalam
proses Kantor Badan Pertanahan
(BPN), sehingga belum terjadi
pelunasan, oleh karena dengan
Perjanjian Pengikatan Jual beli
(PPJB) adalah merupakan perjanjian

pendahuluan. Pada umumnya suatu
Perjanjian Pengikatan Jual beli
(PPJB) mengandung janji-janji yang
harus dipenuhi terlebih dahulu oleh
salah satu pihak atau para pihak
sebelum dilakukan perjanjian pokok,
oleh karenanya perjanjian pengikatan
jual  beli merupakan

disebut

pendahuluan karena dalam perjanjian

perjanjian
pendahuluan, perjanjian
tersebut memuat janjijanji dari para
pihak yang mengandung ketentuan-
ketentuan jika syarat-syarat jual beli
telah terpenuhi. Sengketa adalah
segala sesuatu yang menyebabkan
perbedaan pendapat, pertikaian, dan
perbantahan. Sedangkan Konflik
adalah percecokan atau perselisihan.
AbdulKadir

Perselisihan artinya ada hal sesuatu

Menurut Muhammad
pokok perselisihan, ada yang
dipertengkarkan atau ada yang
disengketakan.

Menurut Rachamadi Usman
suatu konflik tidak akan berkembang
menjadi suatu sengketa apabila pihak
yang dirugikan hanya memendam
perasaan tidak puas atau
keprihatinanya. Sebuah Konflik akan
berkembang menjadi sengketa bila
pihak yang merasa dirugikan telah
menyatakan  tidak puas atau
keprihatinnanya, baik secara
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langsung maupun tidak langsung.
Sengketa dapat terjadi antara individu
dengan individu, antara individu
dengan kelompok, antara kelompok
dengan kelompok, antara perusahaan
dengan perusahaan, antara
perusahaan dengan negara, antara
negara satu dengan yang lainnya, dan
sebagainya. Dengan kata lain,
sengketa dapat Dbersifat publik
maupun bersifat keperdataan dan
dapat terjadi baik dalam lingkup lokal,
nasional maupun internasional.
Pemutusan perjanjian karena
force majeure biasanya hanya dapat
dilakukan jika peristiwa tersebut
benar-benar membuat pelaksanaan
prestasi menjadi mustahil secara
permanen. Dalam hal force majeure
bersifat sementara, maka perjanjian
umumnya hanya ditangguhkan, bukan
diputus. Oleh karena itu, penting bagi
para pihak untuk mencantumkan
klausul force majeure secara rinci
dalam perjanjian sebagai bentuk
perlindungan hukum. Dalam praktik
bisnis modern, klausul ini bahkan
menjadi standar yang tidak dapat
diabaikan. Sebagaimana dijelaskan
oleh Sri Wiyanti Eddyono dalam
jurnalnya, adanya force majeure harus
ditentukan secara objektif, dan tidak

cukup hanya dengan alasan

ketidakmampuan  ekonomi  atau
ketidaksiapan pelaksanaan kontrak.
Dengan demikian, pemutusan sepihak
karena force majeure hanya dapat
dilakukan jika memenuhi unsur
keadaan di luar kendali, tidak dapat
diperkirakan sebelumnya, dan
menyebabkan kegagalan
pelaksanaan kontrak secara total.
Dalam Pasal 1266 KUHPerdata
menjelaskan atau  menerangkani
bahwa wanprestasi secara senantiasa
dianggapi bagaian syarat batal dalam
suatu perjanjiannya supaya pihak
yang rasanya dirugikan oleh pihak lain
yang melakukan ingkarjanji, bisa
melakukan pembatalan perjanjian
melewati pengadilan, baik dikarena
tersebut

keingkaran dinyatakan

sebagai kondisi batal didalam
perjanjian atau tidak ada di perjanjian,
dibatalkan tidak

dimasukkan dalam janjian itu, hakim

jika kondisi
dapat memberikan  kesempatan
kepada pihak yang ingkar janji agar
terus memenuhi perjanjian dan
memberi tempo waktu yang tidak
melebihi satu bulannya.
a) Ada klausula-klausula di dalam
perjanjian menyatakan batal demi

hukum.
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b) Tidaknya memenuhian syarat
pembuatan di ditentukan oleh
undangundang.

c) Tiada suatu kesanggupan para
pihak untuk melaksanakan suatu
perikatan tersebut.

d) Harga jual beli yang telah disetujui
dalam perjanjian perikatan jual beli
belum dilunasi oleh pihak pembeli
sehingga tempo masa waktu yang
telah dipersetujui (ingkar janiji).

e) Perjanjian beli tanah itu
diputusnya oleh para pihak yang
membuatnya.

f) Putusan pengadilan.

Serta adanya kerugian secara
materil yang di tanggung oleh pihak
penjual. Karena pihak pembeli telah
melakukan wanprestasi dengan tidak
membayar sisa harga atas tanah
sesuai batas waktu, dan belum
terlaksananya penandatanganan akta
jual beli atas tanah. Dengan adanya
tindakan wanprestasi maka pihak
yang dirugikan dapat menuntut
pembatalan perjanjian, dan tuntutan
pembatalan hanya dapat dilakukan
terhadap perjanjian timbal balik, yang
dimaksud dengan perjanjian timbal
balik adalah perjanjian yang masing-
masing pihak mengikatkan diri untuk
melakukan prestasi dan sebaliknya
pihak lawan berhak atas prestasi

E. Kesimpulan

Akibat hukum terhadap
pembatalan Perjanjian Pengikatan
Jual beli (PPJB) adalah para pihak
wajib untuk memenuhi kewajibannya
terlebih dahulu sesuai kesepakatan
yang disepakati oleh para pihak,
apabila salah satu pihak tidak
menjalankan sebagaimana mestinya
yang terdapat di dalam perjanjian,
pihak yang merasa dirugikan dapat
mengajukan pembatalan serta
menuntut pemulihan bahkan dapat
menuntut ganti rugi, sedangkan pihak
lainya yang telah terlanjur menerima
prestasi dari pihak lain  wajib
mengembalikanya. Perjanjian akan
tetap mengikat para pihak apabila
tidak dibatalkan oleh hakim atas
permintaan pihak yang Dberhak
meminta  pembatalan. Kemudian
dalam hal dibatalkannya PPJB yang
diterbitkan oleh notaris tersebut akan
menjadi cacat hukum dan tidak lagi
mempunyai kekuatan hukum yang
mengikat serta pihak yang melakukan
wanprestasi atau yang menimbulkan
kerugian dihukum untuk membayar
biaya perkara.

Perlindungan hukum terhadap
penjual sangat penting untuk
mencegah terjadinya wanprestasi
yang dapat merugikan pihak penjual,
terutama  jika  pembeli  belum
memenuhi  kewajibannya secara
penuh. Celah hukum vyang ada,
seperti pengalihan hak sebelum
pembayaran lunas, menambah risiko
terjadinya  sengketa di masa
mendatang. Oleh karena itu,
diperlukan penguatan regulasi dan
pengawasan yang lebih  ketat,
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termasuk peraturan yang melarang
pengalihan hak sebelum pembayaran
dilunasi. Selain itu, akibat hukum dari
wanprestasi dalam transaksi jual beli
tanah dapat berujung pada
pembatalan Akta Jual Beli (AJB), yang
menunjukkan bahwa transaksi
tersebut tidak sah dan pembeli
kehilangan hak atas tanah yang dibeli.
Hal ini menegaskan bahwa kepatuhan
terhadap kewajiban pembayaran
dalam transaksi jual beli tanah
merupakan hal yang sangat penting
untuk mencegah terjadinya sengketa
atau kerugian bagi pihak yang terlibat.

Pembatalan akta PPJB oleh
hakim sudah sesuai dengan syarat
kebatalan sebuah akta menurut
peraturan  peraturan  perundang-
undangan, pada Putusan Nomor
29/Pdt.G/2021/PN Pbr pembatalan
berdasarkan Pasal 1265 KUHPerdata
tentang syarat batal dan Pasal 1320
KUHPerdata. didasarkan Pasal 1226
KUHPerdata dan Pasal 1338 ayat (3)
KUHPerdata karena tergugat/pembeli
telah wanprestasi dengan tidak
beriktikad baik melunasi pembayaran.
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